
BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KAETUPA'IE}{ KETAPAN G

DENGAN RAHMAT TUHAI\ YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KETAPANG,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan
y-ang baik, bersih serta bebas dari korupsi, koiusi dan
nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ketapang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9
Tahun 2Ol8 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

b. bahwa terdapat Perubahan Subtansi dan Lampiran dalam
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka Peraturan Bupati Nomor 9 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ketapang perlu diubah untuk disesuaikan
kemhali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9
Tahurr 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetanan Llndanq-I-Tndans Darr-rrat 3 Tahnn 1953-------o -------o

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Uiidang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembcntukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin
dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
i965 itlomor 51, Tambahan Lembaran i.l'egara Repubiik
Indonesia Nomor 2756);

Mengingat



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lem.baran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pr:mherantasan Tinrlak Pidana Korupsi (l.emharan Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Talrun 2OOL (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2001 Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a150);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AA2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
iiomor i Tahun 20i5 tentang Perubahan Unriang-
Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 5698);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9a\

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 65731;

8. Peraturarr Pem.erintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

9. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2OI7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
l.lomor 73, Tambahan irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60a 1);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2t Nomor 2O2, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67L8);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasionai Pencegahan Korupsi (kmbaran I.Iegari
Republik Indonesia Tatrun 2018 Nomor 108);



12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1a38);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Pembangunart 7-ona Integritas Menuju Wilayah
Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 1813);

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara R-epublik
Indonesia Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peratur?n Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2O2O
Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PDRATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPAI.IG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 9 Tahun 2Ol8
tentang Pedoman Pengendalian Gratitikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ketapang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Da-tam Peraturan Bupati Ketapang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan I(abupaten Ketapang.

3. Rupali adalah -Rupa-t-i Ketapang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Pejabat dan Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara,

Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, tenaga tidak tetap,
tenaga harian, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kepala Desa dan
Perangkat Desa, tenaga kerja yang bekeq'a untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi )'ang wlanjutn5,'a disingkat KPI{ ada-lah
lembaga nega-ra yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
peny elenggaraan uru san pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
Badan Usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ketapang,
ciapat berbentuk perusatraan daerah atau perseroan terbatas.



9. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana
fungsi pengawasan.

10. Unii pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.

ll.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
pengilnapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,
baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan
dengan menggunakan sa.rana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

72. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel
melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan
pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan
pengendalian Gratifikasi.

13. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disingkat
UPG l(abupaten Ketapang adalah unit keda yang bertanggungiawab untuk
menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi dilingkungan pemerintah
Kabupaten Ketapang.

14. Penerima Gratifikasi adalah Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara
yang menerima Gratifikasi.

15. Pemberi adalah para piha-ti baik perseorangan, sekelompok orang, badan
hukum atau iembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima
Gratilikasi.

16. Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi dimana
terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.

17. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK
dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan
Gratifrkasi.

18. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima
Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.

19. Aparatur Sipil Negara adalah meliputi:
a. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

tentang Kepegawaiarr dan/atau Undang-Undang terrtang Aparatur Sipil
Negara.

b. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

c. Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana.

d. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
e. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima

bantuan dari keuangan negara atau daeratr; atau
f. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
20. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi

eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelanggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

21.. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang bensi infor:nasi lengkap penenmaan
Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh pelapor.

22. Konfltk Kepentingan adalah kondisi dad Aparatur Sipil Negara atau
Penyelenggara Negara yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat
mempengaruhi pelaksanaan tugas atau ke-wenangannya secara tidak patut.

23. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Aparatur Sipil Ncgara atau
Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

i-rA T-)^-I^l--- r r----:-- --.1 -.1.^L ^!r^+ra I-?^+l:-j 1_^*+..1_ 
-^_1^^-":^ l:tr-^-t^t-.-1_^-z;'1 . L)vrr.i-r;u urrrL{.rrr auaiiir.ri sua-rli iioricisi Denr-dK pemDefiaii -}.aiig clDeriaituKan

sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta
dan memenuhi prinsip kewqjaran.



25. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan
mata uang rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli
(Kurs Ten.gah: Kurs fual+Kurs pada hari tertentu.)

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada
Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara dalam memahami,
mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. meningkatkan pengetahuan dan pematrarnan bagt Aparatur Sipil Negara atau

Penyelenggara Negara tentang Gratifikasi;
b. meningkatkan kepatuhan bagi Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara

Negara terhadap ketentuan Gratifikasi;
c. menciptakan lingkungan keda dan budaya kerja yang transparan dan

akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
d. membangun integritas bagi Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara

yang bersitr dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
e. meningkatkan kredibilitas dan kepercalraan publik atas penyelengga-raan

Iayanan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingla Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

(1) Setiap Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara wajib menolak
Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(2) Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang
sah;

b. terkait dengan tugas dalarrr proses penyusunan anggaran diluar penerimaan
vang sah;

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, rnonitoring dan
evaluasi diluar penerimaan yang sah;

d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang
sah/ resmi dari Pemerintah IGbupaten Ketapang;

e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
f. dalam proses komr-rnikasi negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak

lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
g. sebagai akibat dari perjanjian keq'asama/kontrak/kesepakatan dengan pihak

lain;
h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses

pengadaan barang dan jasa;
i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama

kunjungan dinas;
j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Aparatur

Sipil Negara atau Perryelenggara Negara dalam kegiatan yang terkait dengan
pelaksanaan tugas dan kewa$ibannya dengan pemberi Gratjfikasi yang tidak
relevan dengan penugas€u1 yang diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku
kewenangan

i. ciaiam peiaksanaan pekery'aan yang terkait ciengan jabatan dan berrentangan
dengan kewqjiban atau tugas Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara.



(3) Setiap Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara dilarang memberikan
Gratilikasi kepada Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara lainnya yang
berhuburrgan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewqjiban atau tugasnya.

(41 Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di instansi terkait.

(5) Dalam hat UPG di instansi Pelapor belum terbentuk, pelaporan disampaikan
kepada bagian yang menjalankan fungsi pengawasan/kepatuhan atau kepada
atasan langsung.

4. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi :

Pasal 4

(1) Kewajiban penolakan Gre.tifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

dikecualikan dalam hal:
a. GratiJil<asi tidak diterima secara langsung;
b. pemberi Gratifikasi tidak Ciketahui;
c. penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima;
d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upaca-ra

keqgamaan; dan/atau
e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungfcin ditolak, -yaitu: penolakan -yang

dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan
penerima dan/atau mengancanr jiwa/harta atau pekedaan Aparatur Sipil
Negara atau Penyelenggara Negara

(2) Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara yang tidak dapat menolak
karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wqiib melaporkan
Gratifikasi teisebut kepada KPK atau kepada KPK melalui UPG.

(3.i Dalam hal Aparaturr Slpil Negara.atau Penyelengga-ra Negara menenma Gratjiikasi

-)'ang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud da-lam ayat (1) berupa makanan
yang mudah busuk atau rusak, Penerima Gratilikasi wajib menyampaikannya
kepada UPG.

(4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti jompo, atau
tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.

{5} Fbny-a}uran Gratifikasi oHr U'FC seb'agaimana di'maksud pada ay-at (+}
diberitahukan kepada KPK.

5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

(1) Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap
gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG.

(2) Penerimaan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam hal :

a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua,
suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan,
pamanlbibi, kailakladiklipar, sepupu ctan keponakan, sepanjang riciak
terdapat Konflik Kepentingan;

b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang
sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;



d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam
kegiatan kedinasan seperti seminar, rvorkshop, konferensi, pelatihan atau
kegiatan sejenis yang berlaku umunr;

e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau a-lat tukar lainnya, yang
dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan
logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan
dan berlaku umum;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraarr, pe::lombaan atau
kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan
kedinasan;

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan
peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, uoucher, point retuards, atau
suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait l<edinasan;

i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang
tidak terkait dengan tugas dan kewqjiban, sepanjang tidak terdapat
Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik
pegawat I pejabat yang bersangkutan;

j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium,
transportasi, akomodasi dan pembiayaa:: ]/ang tela.h ditetapka-n d.alam
standar biaya _yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang
tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan
kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi
penerima;

k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan da-lam acara seperti
pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan,
-^.^- - -:-: ^+^.. ..-^^^-^ ^l^+ I ^*^*^ 1^.:-*,-^ -.:^^L ^^-1-,.+ -^-^:,.-P\rrulrts, ts'IE'r, aLdu uPa\-ali1 in\ld.L/ dtscuudt ralurrrJd., PrDarr Da1tlrrJLlL' PCrrDrLlrr,
prosmosi;

1. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah,
baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan
batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;

m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh
djri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua,
dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik
Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;

n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun,
mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau
alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)
setiap pemberian per orang, dengan total pemberian Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) dalm waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama,
sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;

o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat
tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp.
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang, dengan total
pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu)
tahun dari pemberi yang sama.

p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka

hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun
luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu APARATUR SIPIL
NEGARA atau penyelenggara negara.



6. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

(1) Dalam hal penerirnaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
Ayat (1), bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung
berdasarkan harga pasa-r pada saat pemberian Gratifikasi.

l'2) Dilam hai penerimaan Gratiiikasi sebagaimana dimaksuci ciaiam Pasai 5
Ayat (1), dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung
berdasarkan Kurs Tengah Va-luta Bank Indonesia pada tanggal
penerimaarr.

7. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasai 7 berbunyi :

Pasal 7

(1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1)

disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai
dengan mekanisme yang berlaku.

(2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dengan cara mengisi formulir laporan Gratifikasi yang paling sedikit
memuat infomasi:
a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama,

alamat lengkap dan nomor telepon;
b. informasi pemberi Gratifikasi;
c. jabatan Penerima Gratifikasi;
d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
f. nilai Gratifikasi yang diterima.
g. kronologi peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.

(3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara:
a. disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; a.tau
b. disampaikan kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan Laporan

Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal Laporan Gratifikasi diterima.

(5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30
/+:^^ -,.I..L\ L^-: l-^-:^ ^^:^1- T ^-^-^- rr-^+:f:l-^^: Ji+^-:*^ 1^-^l-^.-
tLrBd. PLrrurr) rraJ.r ^LrJcl, bt.Jcu\ La.PUIa.ll Jrd.Llllr\c[Dr tlrLT.rl.r,rj.d- sE\-cucr. rLrr6l\aP,

(6) Bentuk Formulir Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



8. Ketentuan dalam Pasa-l 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG
(2) Susunan keanggotaan UPG scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Pembina : Bupati Ketapang dan Wakil Bupati Ketapang
b. Pengarah : Sekretaris Daerah
c. Ketua : Inspektur Kabupaten Ketapang
d. Sekretaris : Pejabat Eselon III Pemerintah Kabupaten Ketapang
e. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah,

2. Auditor,
3. Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah

(P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten KetaPanS,
4. Pejabat Eselon IIi/iV di setiap SKPD/Bagian/UPT

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang
dipimpin oleh Sekretaris UPG.

(4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

UPG mempunyai tugas berupa :

a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain
yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;

11. n'lenerinra, menganalisa dan meugadtrrinistrasikan laporan peiiei.iiiiaau
dan penolakan Gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara
Negara;

c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepa.da KPK;
d. melaporkan rekapitulasi Laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
e. menyermpaikan hasil pengelolaan Laporan Gratifikasi dan usulan

kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
t. mela-l<ukan sosialisasi aturan Gratilikasi kepada pihak internal dan

eksterr:al instansi;
g. melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; dan
i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi

bersama KPK.

10. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi :

Pasal 14

(1) Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara atau pihak ketiga yang
mengetahui adanrra pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, agar
segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/e-mail
Selzref ariet T TPG

(2) Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara atau pihak ketiga yang
melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

11. Pasa-l 16 dihapus



12. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi :

Pasal 17

(1) Pelapor Gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu:
a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat

administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,
namun tidak terbatas pada penurun'an peringkat jabatan, penurunan
penilaian kineqia pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau
hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau
ancaman fisik;

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yarrg berlaku di lingkungan
Pemerintah Daerah;

d. l<erahasiaan identitas.
l2l Setiap Pejabat pada ltmerintah Daerah wajib memberikan perlindungan

terhadap Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara yang
menyampaikan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap Pejabat pada Pernerintah Daerah dilarang memberi perlakuan
diskriminatif atau tindakan yang merugikan Aparatur Sipil Negara atau
Penyelenggara Negara karena melaporkan Gratifikasi.

(a) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Aparatur Sipil
Negara atau Penyelenggara ltlegara karena rnelaporkan Gratifikasi,
Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara dapat meminta
perlindungan kepada LPSK atau intansi lain yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlal<u.

(5) Pelapor menyampaikan permohona;r secara tertulis kepada Bupati
Ketapang melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

13. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi

Pasal 18

(1) Aparatur Sipil Negara atau Pen5,elenggara Negara yang mematuhi ketentuan
pengendaiian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penarnbah daiam
penilaian kine{a.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
pertimbangan dalam kebijakan promosi jabatan atau insentif pegawai.

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kineq'a dan
disiplin kepegawaian yang berlaku.

14. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi :

Pasal 19

Pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara
Negara terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peratura.n perundang-undangan yang berlaku.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal28 April 2022

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang

pada tanggal 28 Aprit 2022

SEKRETAzuS DAERAH KAE}UPATEN KETAPANG,
ttd

AT E-l.AI\ITIE'D \IIIT Vr\,tuut u rrtuul\ It lur v

BBRITA DAER.AH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2022 NOMOR 44

@
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang,

MINTARIA. SH. MH
Pembina Tingkat I

-M". 19700703 199903 1 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 44TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKIJNGAN PEMERINTAH
I(ABUPATEN KETAPANG

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Kepada
Yth. Tim Pengendali Gratifikasi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan tnenyerahkan
Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

A. Identitas Pe

B. Data Penerimaan Gratifikasi
Jenis Penerimaan
dan Uraian

Peristiwa Tempat dan
Tanggal

Nilai/ Nominal/Tak
siran

C. Data Pemberi Gartifikasi

i Nama Lengkap
2 No KTP (NIK)
3 Iempat&Tgl. Lahir
4 Jabatan lPangkatl

Golongan
Nama
Instansi

5 Uraian Instansi

Unit Kerja

6 Alamat Email
Rumah:Seluler:7 Nomor Telepon

Kabupaten/
Kota

Provinsi Kode
Pos

Jalan Kelurahan
dan
Kecamatan

8 Alamat Rumah

Provinsi Kode
Pos

Jalan Kelurahan
dan
Kecamatan

Kabupaten9 Alamat Kantor

1 Nama

2 Pekerjaan dan
Jabatan

3 Alamat/Telepon/
Fa:</Email

4 Hubungan dengan
pemberi



D. Alasan dan

yang dilampirkan

Yang melaporkan/ Penerima

@
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. KetaPmg,

MINTARIA. SH. MH
Pembina fingkat I

NrP. 19700703 199903 1 007

Penerima Laporan

Tim Pengendali Gratifikasi

BUPATI KETAPANG,

ttd
MARTIN RANTAN

1 Alasan Pemberian

2 Kronologi Penelimaan

3


